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Abstrak
 

Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia diredam selama Orde Baru. Populasi mereka tetap kecil di era

Reformasi (setelah tahun 1998) dan berada di bawah ambang batas bawah DPR RI sebesar 4 persen.

Representasi politik etnis Tionghoa diwujudkan melalui partai – partai mapan, seperti PDI-P yang bukan

partai khusus orang Tionghoa. Satu alternatif etnis Tionghoa memajukan kepentingan mereka adalah

melalui PSMTI. Melalui penelitian kualitatif, metode wawancara mendalam dan kerangka teori partisipasi

politik Powers et. al (2016) dan pola pergerakan organisasi Tionghoa Tanasaldy (2015), penelitian ini fokus

pada peran anggota PSMTI mendorong representasi politik komunitas Tionghoa melalui dukungan pada

anggotanya yang menjadi caleg Pemilihan Legislatif DPRD DKI Jakarta 2019. Penelitian ini menemukan

peran anggota PSMTI terbatas dukungan personal terhadap sesama berbasis kedekatan pribadi dalam bentuk

dana kampanye, dukungan suara, dan menjadi relawan kampanye. Hal ini terjadi akibat larangan PSMTI

terlibat politik praktis yang tercantum dalam AD/ART, yang penerapannya rancu oleh PSMTI. Di sisi lain,

partai pengusung dan komunitas Tionghoa berbasis daerah memainkan peran terpenting dalam kandidasi

pemenang kursi DPRD DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa PSMTI sebagai organisasi Tionghoa

terhambat dalam mendorong representasi politik caleg Tionghoa dengan tidak tersedianya wadah diskusi

politik bersama anggota PSMTI, terutama menjelang pemilu. Berbeda dari teori partisipasi politik yang ada,

penelitian ini menggaris bawahi peran politik PSMTI yang memformalisasikan hubungan mereka dengan

pejabat partai melalui jabatan sebagai pengurus maupun anggota dewan yang sah menurut AD/ART.

......Political participation of Chinese – Indonesians was muted during the New Order. Their population has

remained below Indonesia's parliamentary threshold of 4 per cent since the Reformation Era (post – 1998).

Political representation of ethnic Chinese is realized through established parties like PDI-P, a party not

dedicated to them. One alternative for ethnic Chinese to advance their interests is through PSMTI. Through

qualitative research, in-depth interviews, the theories of political participation (Powers et al., 2016) and the

movement patterns of Chinese organizations (Tanasaldy, 2015), this study focuses on the role PSMTI

members play in encouraging political representation of ethnic Chinese through support for their members

who are candidates in the 2019 DKI Jakarta DPRD Election. This research finds that PSMTI members’

support is limited by personal closeness in the form of campaign funds, voting support, and becoming

campaign volunteers. This situation is due to PSMTI's abstention from practical politics as stated in their

constitution but ambiguous in implementation. Meanwhile, political parties and regional ethnic Chinese

communities play the most critical roles in the elicitabilities of DPRD DKI Jakarta winners. This study finds

that PSMTI, as a Chinese community organization, faces a challenge in encouraging political representation

of Chinese candidates through the availability of political discussion forums with PSMTI members
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significantly ahead of elections. In contrast with existing political participation theory, this study illuminates

PSMTI’s political role in formalizing their relationship with party officials through administrator or board

member positions legal according to their constitution. 


